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Skema Pembuatan Kode Billing

Billing terkait SPT

Pembuatan kode billing terkait SPT, misal atas KAP/KJS PPN 411211-100,
KAP/KJS PPh Pasal 23 411124-100, dan lain sebagainya hanya bisa
dibuat jika draft SPT telah terbentuk (tidak bisa dibuat mandiri)

Billing terkait Tagihan Pajak

Digunakan untuk membuat kode billing yang berkaitan dengan
pembayaran tagihan/ketetapan pajak yang bernilal kurang bayar.

Billing secara sifat “setor Sendiri”

Digunakan untuk membuat kode billing yang sifatnya adalah
pembayaran mandiri seperti angsuran PPh Pasal 25, penyetoran

deposit pajak, dan lain sebagainya
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Skema Pembuatan Kode Billing
di Coretax

Billing terkait SPT

Pembuatan kode billing terkait SPT, misal atas KAP/KJS PPN 411211-100,
KAP/KIS PPh Pasal 23 411124-100, dan lain sebagainya hanya bisa
dibuat jika draft SPT telah terbentuk (tidak bisa dibuat mandiri)

im

llustrasi:

Bisakah saya membuat kode billing terkait
pembayaran SPT Masa PPN (411211-100) secara
mandiri? misalnya lewat sse2.pajak.go.id atau menu
Layanan Mandiri Kode Billing?

Jawaban: Tidak bisa

Untuk pembuatan kode billing yang berkaitan dengan
SPT seperti 41121-100 hanya bisa dibuat setelah draft
SPT Masa PPN-nya telah terbentuk.

Angga Sukma Dhaniswara dhanismraﬂﬁ



Skema Pembuatan Kode Billing

di Coretax

Billing terkait Tagihan Pajak

Digunakan untuk membuat kode billing yang berkaitan dengan
pembayaran tagihan/ketetapan pajak yang bernilai kurang bayar.

Permohonan Permindahbuliuan

Layanan Mandsr Kode Bilng

Pembuatan Kode Biling atan Tagihan Pagk

Daftar Kode Baing Belumn Dibayar

Formule Restitusi Pajsi

Permohonan Pembenian Imbalen Bungs

Permohonan PPh DTP atas Penghasian PDAM

Angga Sukma Dhaniswara

Pembuatan kode billing atas
Tagihan Pajak, dapat dilakukan
melalui modul Pembayaran [1)
-~ Pembuatan Kode Billing
atas Tagihan Pajak [2]
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Skema Pembuatan Kode Billing

di Coretax

Billing secara sifat Setor Sendiri

Digunakan untuk membuat kode billing yang sifatnya adalah pembayaran
mandirl seperti angsuran PPh Pasal 25, penyetoran PPh Final UMKM Setor

sendirl, penyetoran deposit pajak, dan lain sebagainya

Permohonan Pemindahbukuan

Layanan Mandiri Kode Billing

Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak
Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Formulir Restitusi Pajak

Permohonan Pemberian imbalan Bunga

Permohonan PPh DTP atas Penghasiian PDAM

Angga Sukma Dhaniswara

Pembuatan kode billing atas
Tagihan Pajak, dapat dilakukan
melalui modul Pembayaran [1)
— Layanan Mandiri Kode
Billing (2]
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Daftar Kode Billing yang dapat

KAP/KJS

Dibuat Mandiri

Deskripsi

1 411119-100 PPh Migas Lainnya - Masa

2 411119-200 PPh Migas Lainnya - Tahunan

3 411125-100 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi - Masa

4 411125-101 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi - Masa OP Pengusaha Tertentu

5 411126-100 PPh Pasal 25/29 Badan - Masa

] 411128-1 Pembayaran PPh Final PMSE

7 411128-402 PPh Final Pasal 4 (2) atas Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan

A 411128-403 PPh Final Pasal 4 (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

g 411128-416 PPh Final Pasal 19 atas Revaluasl Aktiva Tetap

10 411128-420 PPh Final UMKM Setor Sendiri

il N128-427 Pembayaran Program Pengungkapan Sukarela Pasal 5(5) UU HPP

12 411128-428 Pembayaran Program Pengungkapan Sukarela Pasal 9(1) UU HPP

13 411128-432 PPh Final Pasal 4 (2) atas Perjanjian Perikatan Jual Bell Tanah dan/atau Bangunan

14 411125-100 PPh Non-Migas Lainnya - Masa

15 411129-512 Uang Tebusan Pengampunan Pajak

16 411129-513 Pembayaran Pasal B (3d) UU Pengampunan Pajak

17 411211-103 PPN Dalam Negeri - Kegiatan Membangun Sendiri

18 411211-107 PPN Dalam Negeri - PPN atas penyerahan BKP di KPBPB

19 411211-108 PPN Dalam Negeri - Pembayaran PPN tanggung jawab secara renteng

20 411211-109 PPN Dalam Negeri - Penyerahan Barang Kena Pajak melalui Juru Lelang

21 411211121 PPN Dalam Megeri yang semula mendapatkan fasilitas dapat dikreditkan

22 411211-122 PPN Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas tidak dapat dikreditkan

23 411211-140 Pembayaran Kembali oleh PNABI atas PPN yang Seharusnya Tidak Diberikan
Pembebasan

24 411212-100 PPN Impor - Masa

25 A11212-101 PPN Impor - BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean

26 411212-102 PPN Impor - Masa atas SP3DRI

27 411212-121 PPN Impor semula dapat fasilitas dapat dikreditkan

28 4nz212-122 PPN Impor semula dapat fasilitas tidak dapat dikreditkan

29 411212-900 PPN Impor - Pemungutan oleh NonBendaharawan

30 41212-910 PPN Impor - Pemungutan oleh Bendaharawan
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Daftar Kode Billing yang dapat
Dibuat Mandiri

31 411219-100 PPN Lainnya - Masa

32 411219-900 PPN Lainnya - Pernungutan oleh NonBendaharawan

33 4N221-107 PPn BM Dalam Negeri atas penyerahan BKP di KPBPB

34 411221-108 Pembayaran PPnBM tanggung jawab secara renteng

35 411221-109 Penyerahan Barang Kena Pajak melalul Juru Lelang

36 411221-122 PPn BM Dalam Neqeri yang semula mendapatkan fasilitas tidak dapat dikreditkan

37 4AN221-140 Pembayaran Kembali oleh PNABI atas PPnBM yang Seharusnya Tidak Diberikan
Pembebasan

38 411222-102 PPn BM Impor - Masa atas SP3DRI

39 411222-900 PPn BM Impor - Pemungutan oleh NonBendaharawan

40 411222-910 PPn BM Impor - Pemungutan oleh Bendaharawan

41 411229-100 PPn BM Lainnya - Masa

a2 411229-900 PPn BM Lainnya - Pemungutan oleh NonBendaharawan

43 411611-100 Pembayaran Bea Meterai dengan setoran 559

44 411611-101 Pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi

45 41611-102 Bea Meterai - Deposit Mesin Teraan Digital

46 411611-201 Bea Meterai - Sanksi Administrasi Pemetereian Kemudian

47 411611-512 Bea Meterai - Sanksi Administrasi Pemetereian Kemudian

48 411612-100 PPn Benda Meterai - Penjualan Meterai Tempel

49 411613-100 PPn Batubara - Masa

50 411618-100 Setoran untuk Deposit Pajak

51 411618-200 Deposit Pajak - Pembayaran untuk Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu
Penyarmpaian SPT Tahunan

52 411619-100 Pajak Tidak Langsung Lainnya - Masa

33 411619-530 Pajak Tidak Langsung Lainnya - Pembayaran untuk Penghentian Penyidikan Pasal
44B UU KUP

54 411619-900 Pajak Tidak Langsung Lainnya - Pemungutan oleh NonBendaharawan

55 411619-910 Pajak Tidak Langsung Lainnya - Pemungutan oleh Bendaharawan




